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Perlindungan hukump “Upah Pekerja“ setelah Putusan Mahkamah Kostitusi
Nomor 67/PUU-X1/2013, terhadap perusahaan yang pailit dan atau dipailitkan menjadi
hak yang paling diutamakan dan serta merta harus didahulukan melebihi hak-manapun
yang dipunyai oleh kreditor, baik kreditor preferen, sparatis maupun konkuren.

Hak buruh lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 165 UU Nomor 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diperlakukan sebagai hak istimewa sebagaimana
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-X1/2013 tersebut, dengan memperhatikan
harta perusahaan pailit, kepentinganan dan tingkatan kreditor lainnya.

Indonesia menganut azas hukum Res judicata pro veritate habeteur yaitu bahwa
Putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya, dan
berdasarkan teori hukum dan asas-asas keadilan, maka sudah selayaknya para penegak
hukum dan para pihak dalam pelaksana perusahaan pailit untuk mempnontaskan hak
buruh (upah pekerja) dibandingkan dengan kreditor lainnya.

ai

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013, memberikan
“kepastian hukum” bagi pekerja, dan mempermudah pekerjaan PKPU maupun Kurator,
untuk membagi harta pailit tersebut secara berjenjang pada kreditur preferen, sparatis dan
kemudian konkuren sekaligus dalam eksekusinya. Hak pekerja lainnya yang diatur dalam
pasal 165 UU Nomer 13 tahun 2013; dalam pembayarannya harus dipertimbangkan lebih
lanjut karena merupakan biaya yang sangat besar, sehingga tidak serta merta dibayar
sebagaimana pada pembayaran upah, namun dapat dijadikan pertimbangan untuk
diprioritaskan dan sejajar dengan kreditur sparatis atau bahkan dengan kreditur preferent.
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ABSTACTION

Legal protection of "Wages" after ruling Contitutional Court of The Republic
of Indonesia (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) Number 67/PUU-X1/2013,
against companies that are bankrupt, being the most preferred rights and immediately
should any rights which exceeds the precedence to creditors, both preferred creditors,
sparatis or concurrent.

Other labor rights, as set forth in section 165 of the Employment Law of the
Republic of Indonesia (UU No. 13 / 2003), may be treated as a privilege, as the ruling of
the Constitutional Court the number 67/PUL-XI/2013, having regard to the bankrupt
company property, interest and levels of other creditors.

Indonesia subscribes to the principle of Res judicata pro veritate legal habeteur
that the verdict of the judges considered true until there is a verdict of another judge who
was correct, and based on the theory of law and the principles of Justice, then it is worth
to law enforcers and the parties in implementing the company's bankrzgptcy to prioritize
the rights of labour (wages) compared to other creditors.

The ruling of Contitutional Court of The Republic of Indonesia (Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia) number 67/PUU-X1/2013 giving "legal certainty” for the
workers, and facilitate the work of the curator, as well as for PKPU divide up bankrupt
is tiered on preferred lender, sparatis and then concurrent simultaneously in their
execution. Other workers are regulated in article 165 of the Employment Law of the
Republic of Indonesia (UU No 13/2003); in the payout should be considered further
because it is a cost that is very large, so it may not necessarily be paid as at the payment
of wages, however, can be used as consideration for prioritized and aligned with the
lender sparatis lender or even with preferent.

Keywprds:

- Protection of wages, worker's wage Position (article 95 paragraph 4 UU No
13/2003) after Yudicial Review, article 165 UU No. 13/2003 after Yudicial Review
MK 67/PUU-X1/2013



